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ukum acara pidana adalah salah satu cabang penting dalam sistem

hukum yang mengatur prosedur dan tata cara penanganan perkara
pidana. Sebagai bagian integral dari hukum pidana, hukum acara pidana
memiliki peran yang sangat signifikan dalam memastikan keadilan, perlin-
dungan hak asasi manusia, dan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip yang
mendasari hukum acara pidana, seperti prinsip legalitas, prinsip kesaksian,
dan prinsip persidangan terbuka menjadi dasar bagi proses peradilan yang
adil dan transparan.

Dalam konteks hukum acara pidana, terdapat serangkaian aturan dan
prosedur yang harus diikuti mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan,
penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Setiap tahapan
memiliki peranannya masing-masing untuk memastikan proses peradilan
berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, hukum acara pidana juga mengatur hak dan kewajiban
para pelaku hukum, seperti hak tersangka, hak terdakwa, hak korban, dan
hak saksi. Penerapan hukum acara pidana yang tepat dan adil tidak hanya
melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan, tetapi
juga menjamin integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
peradilan.



Melalui pemahaman yang mendalam tentang hukum acara pidana,
diharapkan para praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat umum
dapat memahami pentingnya menjaga prinsip-prinsip keadilan, hak asasi
manusia, dan keamanan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
Dengan demikian, hukum acara pidana dapat menjadi instrumen yang
efektif dalam menegakkan hukum, memperjuangkan keadilan, dan menja-
min perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat yang berkeadilan
dan berperadaban.

Bahwa takada gading yang tak retak demikian penulisan buku ini yang
mungkin masih jauh dari kata sempurna sehingga segala saran yang bersifat
konstruktif tetap penulis butuhkan. Terimakasih
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HUKUM ACARA PIDANA

Definisi Hukum Acara Pidana

Hukum memiliki segi dan cakupan yang sangat luas karena mengatur semua
aspek kehidupan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional yang
senantiasa mengalami evolusi dan transformasi tak henti. Hukum secara intrinsik
memiliki sifat abstrak yang tidak dapat dilihat atau diraba dengan panca indra.
Hukum adalah seperangkat instruksi dalam hidup yang mengatur ketertiban sosial.
Oleh karena itu, seluruh masyarakat wajib menjunjung tinggi dan menaati hukum.

Terdapat banyak istilah dalam penyebutan hukum. Hukum dalam
bahasa Inggris dikenal dengan sebutan law yang digunakan untuk merujuk
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pada seperangkat peraturan dan ketentuan yang mengatur kehidupan masya-
rakat. Sedangkan dalam bahasa Jerman dan Belanda disebut recht. Hukum
juga dapat disebut sebagai droit dalam bahasa Perancis dan syariah dalam
bahasa Arab. Syariah lebih dari sekedar seperangkat aturan, tetapi juga
mencakup aspek moral dan spiritual dari kehidupan sehari-hari masyarakat
(Solikin, 2014: 12).

Hukum formal adalah istilah lain yang digunakan dalam bahasa
Indonesia untuk menyebut hukum acara. Bidang hukum formal ini berka-
itan dengan prosedur-prosedur yang diperlukan untuk menegakkan dan
menjaga keberlakuan hukum materiel. Secara substansial, peraturan-per-
aturan dalam hukum acara bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan
yang timbul akibat pelanggaran terhadap norma-norma hukum materiel,
seperti peraturan-peraturan dalam bidang pidana atau perdata. Hukum acara
mengatur langkah-langkah yang harus diikuti dalam penanganan kasus-
kasus hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga penyelesaian akhir di
pengadilan (Djamali, 2011: 193).

Hukum acara pidana sebagaimana dimaksud Pangaribuan (2013: 76)
adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan
yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam rangka menerapkan
dan menegakkan hukum pidana. Hukum acara pidana mencakup sejum-
lah tahapan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari proses peradilan
hingga standar pengendalian penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, dan
penuntutan.

Menurut Sudarto, hukum acara pidana adalah serangkaian aturan yang
memberikan panduan kepada penegak hukum dan pihak-pihak terkait lain-
nya tentang tindakan yang harus diambil ketika terjadi dugaan pelanggaran
hukum pidana. Dalam pandangan tersebut, hukum acara pidana memiliki
peran yang sangat penting dalam memberikan arahan kepada semua pihak
yang terlibat pada sistem peradilan pidana. Selain itu, hukum acara pidana
juga memastikan bahwa penegakan hukum berlangsung secara adil dan
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Rahmad, 2019: 1).
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Tujuan Hukum Acara Pidana

Penemuan dan pembuatan peraturan perundang-undangan baru, terutama

sejak masa pemerintahan Orde Baru menggambarkan perubahan yang

signifikan dalam perkembangan hukum Indonesia. Salah satu pencapaian

besarnya adalah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP). KUHAP dibuat dengan tujuan utama sebagai pedoman dalam
kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan utama KUHAP yang menjadi dasar

bagi perencanaan adalah sebagai berikut.

1.

Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau ter-
dakwa). Hal ini termasuk hak-hak dasar individu dalam proses hu-
kum, seperti hak atas pembelaan yang layak, larangan terhadap pena-
hanan yang tidak dapat dibenarkan, dan hak atas persidangan secara
adil yang dilakukan di depan umum.

Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Hal ini
meliputi pemastian bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prin-
sip-prinsip keadilan dan tidak memberikan kesempatan bagi penyalah-
gunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

Kodifikasi dan harmonisasi hukum acara pidana. KUHAP mendorong
konsistensi dan kepastian dalam proses peradilan dengan mengkodi-
fikasi dan menyelaraskan prosedur hukum serta memberikan standar
yang jelas kepada hakim, jaksa, polisi, dan pengacara.

Tercapainya keseragaman di kalangan aparat penegak hukum dalam
berperilaku dan bersikap. Tujuan ini menunjukan betapa pentingnya
bagi organisasi penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan pengadilan
untuk berkoordinasi dan bekerja sama dalam menangani kasus pidana.
Mewujudkan hukum acara pidana yang berpedoman dengan UUD 1945
dan Pancasila. Hal ini mencakup prinsip-prinsip keadilan, demokrasi,
dan supremasi hukum yang merupakan fondasi dari sistem hukum
Indonesia (Atmasasmita, 2010: 35).

Tujuan peraturan perundang-undangan acara pidana telah dituang-

kan secara rinci dalam petunjuk pelaksanaan KUHAP. Tujuannya untuk

menemukan, mengumpulkan, atau mendekati kebenaran materiel dalam
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suatu perkara pidana. Kebenaran materiel ini merujuk pada kebenaran yang
seutuhnya dari sebuah perkara pidana dan mencakup semua aspek yang
relevan. Perolehan kebenaran dicapai melalui penggunaan peraturan hukum
acara pidana secara adil dan akurat.

Hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan siapa yang bertang-
gung jawab atas tindak pidana yang diduga terjadi. Hal ini mencakup proses
memastikan apakah tindak pidana benar-benar terjadi, apakah tersangka
dapat dianggap bertanggung jawab, dan melibatkan pemeriksaan serta
keputusan pengadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditetapkan bahwa hukum acara
pidana memiliki beberapa tujuan berikut ini.
1. Mencari kebenaran materiel.
Tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk mencari, memperoleh,
serta mendekati kebenaran materiel dalam suatu kasus pidana. Hal ini
mencakup pengungkapan seluruh rincian terkait tindak pidana secara
menyeluruh. Proses ini harus dilakukan dengan adil dan jujur untuk

mencapai tujuan penemuan kebenaran.

2. Menentukan subjek hukum.
Menentukan subjek hukum yakni orang atau sesuatu yang diduga mela-
kukan kejahatan adalah tujuan penting lainnya. Hal ini didukung oleh
data terpercaya yang dikumpulkan selama penyelidikan dan investigasi.
Proses peradilan pidana diawali dengan identifikasi subjek hukum yang
selanjutnya dapat dituduh melakukan tindak pidana.

3. Menggariskan pemeriksaan dan keputusan pengadilan.

Salah satu tujuan hukum acara pidana adalah mengatur proses peme-
riksaan dan keputusan pengadilan. Pengaturan ini memastikan bahwa
pengadilan dapat memeriksa setiap kasus yang diajukan dengan cara
yang adil dan menyeluruh. Tujuan dari proses pemeriksaan ini adalah
membantu pengadilan dalam menentukan apakah terdakwa dapat
dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas dugaan kejahatan dan
apakah terdakwa benar-benar bersalah atas tuduhan tersebut.
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Fungsi Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana menetapkan aturan untuk mengatur kemampuan

negara dalam menghukum atau membebaskan individu dari kejahatan mela-

lui pengadilan dan proses hukumnya. Peraturan tersebut mencakup proses

hukum yang harus ditaati, mulai dari tahap awal penyidikan, penangkapan,

pemeriksaan, hingga persidangan dan pelaksanaan perintah pengadilan.

Berikut adalah fungsi hukum acara pidana secara lebih rinci.

1.

Mencari dan menemukan kebenaran.

Hukum acara pidana berfungsi untuk membantu proses penyidikan dan
pencarian kebenaran dalam perkara pidana. Untuk menjamin bahwa
semua fakta yang bersangkutan diperhitungkan secara cermat, sistem
hukum acara pidana menetapkan proses-proses yang harus diikuti
dalam tahap penyidikan, pemeriksaan, dan persidangan. Bagian dari
proses tersebut meliputi mengumpulkan bukti, menginterogasi saksi,
dan mengajukan kasus kedua belah pihak ke pengadilan.

Pengambilan putusan oleh hakim.

Fungsi selanjutnya dari hukum acara pidana adalah memfasilitasi peng-
ambilan keputusan oleh hakim. Setelah mendengarkan semua bukti dan
argumen yang disajikan, hakim memiliki kewajiban untuk menimbang
secara hati-hati semua informasi yang telah dikumpulkan, kemudian
membuat keputusan yang adil dan berdasarkan hukum. Hukum acara
pidana menetapkan prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam
mengeluarkan putusan, termasuk pertimbangan atas hukum yang
berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

Pelaksanaan dari putusan yang telah diambil.

Hukum acara pidana berperan sebagai alat untuk menjalankan kepu-
tusan pengadilan saat hakim memberikan putusan. Hal ini termasuk
mengatur pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan, seperti
hukuman penjara, denda, atau hukuman lainnya. Sistem hukum acara
pidana menetapkan prosedur untuk menegakkan dan melaksana-
kan putusan pengadilan secara adil dan efisien, termasuk dalam hal
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penahanan, pembebasan bersyarat, atau pembayaran ganti rugi kepada
korban (Yahman, 2021: 10).

Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana menjadilandasan tegaknya keluhuran martabat manusia yang dilegal-
kan dan diatur secara ketat. Perlindungan yang setara dan adil diberikan oleh
KUHAP, baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan maupun pada tahap
persidangan. Selain itu, dasar-dasar hukum acara pidana telah berkembang
menjadi kerangka kerja yang sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum
saat menjalankan tugasnya.

Asas-asas dalam hukum acara pidana memiliki makna yang luas dan
mendalam. Sebagian besar asas ini bersumber dari kesadaran hukum dan
keyakinan moral serta etika yang telah tertanam dalam masyarakat. Namun,
sebagian asas juga bersumber dari pemikiran yang terdapat di balik peraturan
undang-undang dan prinsip-prinsip yang dihasilkan dari yurisprudensi.
Berikut ini dipaparkan penjelasan mengenai asas-asas hukum acara pidana.
1. Asas legalitas.

Asas legalitas yang dianut KUHAP tidak boleh disamakan dengan asas
legalitas yang dianut KUHP (nullum delictum nulla poena previa sine
lege poenali). Prinsip-prinsip KUHAP menekankan pentingnya pene-
gakan hukum berdasarkan hukum dan peraturan yang mengutamakan
kepentingan hukum di atas segalanya. Hal ini bertujuan untuk mencegah
campur tangan kepentingan lain yang dapat mengganggu kejelasan
hukum dalam pelaksanaan hukum oleh masyarakat.

Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak sesuai
dengan hukum dan tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang atau
melanggar hukum, sesuai dengan prinsip legalitas. Muladi berpendapat
bahwa prinsip legalitas diadopsi dengan maksud tertentu, yaitu untuk
mencapai beberapa tujuan penting dalam sistem hukum.
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SEJARAH HUKUM ACARA PIDANA

eiring dengan evolusi masyarakat dan kebutuhan akan penegakan hukum
Syang adil, hukum acara pidana menjadilandasan bagi proses pengadilan
dalam menangani pelanggaran pidana. Berakar dari zaman penjajahan
Belanda, Jepang, hingga sesudah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum
acara pidana telah mengalami transformasi sepanjang sejarahnya. Konsep
dasar seperti pembuktian, penyelidikan, dan proses pengadilan telah menjadi
inti dari hukum acara pidana, tetapi metode dan prosedur pelaksanaannya
telah berubah seiring berjalannya waktu. Hukum acara pidana yang berlaku
saat ini menunjukkan bagaimana penyesuaian tersebut dilakukan untuk
mengakomodasi tuntutan dan nilai-nilai masyarakat kontemporer.
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Zaman Pemerintahan Penjajahan Belanda

Scholten van Oud-Haarlem telah menunjukkan kesediaannya dalam meran-
cang undang-undang baru untuk Hindia Belanda sebelum dimulainya era
legislatif baru di Belanda pada tahun 1836. Selain menjabat sebagai Presiden
Hooggrechshof, Scholten mulai mengerjakan rancangan undang-undang
untuk Hindia Belanda pada tahun 1837. Gubernur Jenderal De Eerens telah
menunjuknya sebagai anggota komite untuk menyusun kerangka kerja
legislatif baru untuk Hindia Belanda bersama dengan Mr. van Vloten dan
Mr. P. Mijer. Belanda baru saja meraih kemerdekaan dari kekuasaan kolonial
Perancis pada tahun 1838, terdapat keyakinan yang kuat bahwa semua aturan
harus disusun dalam bentuk undang-undang yang jelas dan hati-hati. Oleh
karena itu, penentuan waktu pengesahan peraturan menjadi sangat penting.

Pada tahun 1838 Scholten van Oud-Harlem kembali ke Belanda untuk
mengatur penyusunan peraturan Hindia Belanda. Menteri Koloni Van
den Bosch membentuk komite baru pada tahun berikutnya pada tahun
1839. Pembuatan rancangan undang-undang, seperti peraturan perun-
dang-undangan, buku hukum perdata, dan buku hukum dagang merupakan
tanggung jawab badan ini. Setelah itu, sejumlah tokoh ternama di Hindia
Belanda antara lain J. Van der Vinne, Mr. Hoogeveen, Mr. Hultman, dan
Mr. Visscher menggarap rancangan undang-undang tentang administrasi
peradilan. Prosedur tersebut merupakan upaya Belanda untuk menciptakan
kerangka hukum yang kuat dan tertib di wilayah jajahannya serta menye-
suaikan diri dengan perubahan sosial dan politik yang terjadi baik di dalam
negeri maupun di luar negeri.

Pada tahun 1845, ada perubahan signifikan dalam tata kelola hukum
di Hindia Belanda setelah panitia yang dipimpin oleh Scholten dibubarkan
di Belanda. Raja saat itu mencalonkan Mr. H.L. Wichers sebagai Presiden
Hooggerechtshof di Hindia Belanda dengan tanggung jawab tambahan seba-
gai komisaris khusus untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang baru.
Kehadiran Wichers sebagai Presiden Hooggerechtshof dan komisaris khusus
menandai masa yang penting dalam sejarah hukum Hindia Belanda, di mana
implementasi undang-undang baru menjadi fokus utama (Suyanto, 2018: 5).
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Peran Wichers sebagai Presiden Hooggerechtshof memberinya wewe-
nang besar dalam mengatur sistem peradilan di Hindia Belanda. Sebagai
pemimpin tertinggi dalam pengadilan, ia bertanggung jawab untuk memas-
tikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif. Dengan jabatan
tambahan sebagai komisaris khusus, ia juga memiliki kekuasaan untuk
mengawasi dan mengkoordinasikan implementasi undang-undang baru.
Hal ini mencerminkan kepercayaan pemerintah Belanda kepadanya untuk
memastikan bahwa transisi hukum berjalan dengan lancar dan efisien di
wilayah jajahannya.

Pentingnya perubahan hukum yang terjadi di Hindia Belanda pada
periode tersebut semakin terlihat dengan pencalonan Wichers sebagai komi-
saris khusus dan presiden Hooggerechtshof. Pemerintah Belanda secara jelas
menyadari perlunya reformasi hukum dan peningkatan keadilan di wilayah
jajahannya. Kehadiran Wichers merupakan langkah strategis untuk menga-
wal perubahan tersebut secara efektif dan menyeluruh.

Peran Wichers sebagai pemimpin hukum di Hindia Belanda tidak hanya
merupakan sebuah tanggung jawab, tetapi juga sebuah tantangan besar. Ia
dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk memperkenalkan dan meng-
implementasikan undang-undang baru seraya memastikan bahwa keadilan
dan keberlanjutan sistem hukum terjaga. Selain itu, sebagai komisaris khusus
ia juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait
agar proses implementasi undang-undang berjalan sesuai rencana.

Adapun daftar peraturan hukum belanda dalam Suyanto (2018: 6) yaitu

sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum tentang Perundang — Undangan (AB).

2. Peraturan tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Pengadilan
(RO).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (WvK).

5. Ketentuan-ketentuan tentang kejahatan yang dilakukan pada kesem-
patan jatuh pailit dan terbukti tidak mampu, begitu pula kala diadakan
penangguhan pembayaran utang (pasal 1).
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asing-masing pihak dalam proses hukum mempunyai hak yang dilin-

dungi undang-undang untuk menjamin bahwa proses hukum tersebut
mengikuti hukum yang berlaku. Hak-hak tersebut mencakup kemampuan
untuk mengajukan bukti dan didengarkan, kemampuan untuk mendapat-
kan perwakilan hukum, kemampuan untuk melakukan pembelaan, dan
kemampuan untuk menerima keadilan tanpa diskriminasi.
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Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana

Seseorang yang tengah menghadapi masalah hukum dapat memiliki bebe-
rapa status, tergantung pada tahap proses hukum yang sedang berlangsung.
Terdapat istilah-istilah yang digunakan untuk seseorang yang sedang tersan-
dung kasus hukum, seperti tersangka, terdakwa, dan terpidana. Status terse-
but memiliki pengertian dan tahapan yang berbeda. Adapun status tersebut
dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.
1. Tersangka
Tersangka merupakan individu yang diduga secara wajar berdasarkan
bukti permulaan yang ada sebagai pelaku tindak pidana.

Status sebagai tersangka menandakan adanya kecurigaan yang
mendasar terhadap individu terkait dengan suatu pelanggaran hukum
yang dilakukan. Status tersangka bukan berarti bahwa kesalahan telah
terbukti, melainkan merupakan tahap awal dalam proses hukum di
mana penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan bukti
yang cukup guna menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak.

Jika seseorang diduga melakukan tindak pidana dan masih dalam
tahap penyidikan maka orang tersebut dianggap sebagai tersangka.
Namun, belum ada kepastian apakah tersangka memiliki cukup bukti
untuk diadili. Sebelum keputusan akhir dibuat, bukti-bukti harus dipe-
riksa secara teliti untuk memastikan kebenaran dari dugaan awal menge-
nai statusnya (Simorangkir, 1983: 178)

Dalam sebuah negara yang berdasarkan pada hukum, prinsip
utama yang menjamin setiap orang memiliki akses secara adil terhadap
keadilan dan perlakuan di bawah hukum adalah prinsip kesetaraan di
depan hukum. Hal ini berarti hak asasi individu harus diakui dan dihor-
mati oleh pemerintah. Penting juga untuk menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban, serta hubungan yang seimbang antara individu dan
negara. Ini adalah fondasi yang vital dalam membangun landasan yang
kuat dan stabil untuk negara hukum.

Menurut Sudargo Gautama (1983: 16), masyarakat harus sadar akan
hak-haknya dan siap memperjuangkan dengan gigih agar tujuan negara
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hukum dapat terwujud. Selain menjadi tanggung jawab personal, setiap

warga negara memiliki kewajiban untuk memperjuangkan nilai-nilai

demokrasi dan keadilan, termasuk kesadaran akan hak-hak tersebut.

Hak-hak tersangka adalah mekanisme yang menjaga keseimbangan

antara kebutuhan untuk menghormati hukum dan sistem peradilan

dengan perlindungan hak-hak individu. Menurut KUHARP, tersangka
memiliki hak-hak sebagai berikut.

a. KUHAP mengatur hak atas pemeriksaan perkara yang dipercepat
untuk menjamin tersangka mendapatkan peradilan yang adil dan
efektif. Pasal 50 KUHAP menegaskan beberapa hak penting yang
dimiliki oleh tersangka (Rahmad, 2019: 39).

Hak untuk segera memeriksa perkaranya, sebagaimana tercan-

tum dalam pasal 50 KUHAP adalah sebagai berikut.

1) Berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik sebelum dise-
rahkan kepada penuntut umum. Penyidik harus memeriksa
tersangka meskipun ia ditahan dalam waktu satu hari sejak
perintah penahanan dilaksanakan (pasal 122 KUHAP).

2) Penuntut umum berhak mengajukan perkara atau segera ke
pengadilan.

3) Berhak atas persidangan yang dipercepat oleh pengadilan.

4) Hak untuk menyiapkan pembelaan, sesuai dengan pasal 51
KUHAP huruf a yang berbunyi sebagai berikut.

a) Tersangka berhak mendapat keterangan yang jelas dan
dapat dimengerti tentang apa yang disangkakannya pada
awal penyidikan.

b) Tersangka mempunyai hak atas keterangan yang jelas
dan dapat dimengerti mengenai apa yang dituduhkan
kepadanya (Rahmad, 2019: 39).

b. Pasal 52 KUHAP mengizinkan tersangka untuk secara terbuka
menyampaikan versi kejadian atau menjelaskan fakta terkait kasus
yang sedang diselidiki kepada penyidik selama tahap penyidikan.
Hal ini merupakan bagian dari asas praduga tak bersalah yang
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menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah kecuali
terbukti sebaliknya dalam persidangan.

c. Pasal 53 ayat 1 KUHAP mengatur tentang hak meminta bantuan
penerjemah. Menurut aturan yang diuraikan dalam pasal 177, setiap
tersangka berhak mendapat bantuan penerjemah kapan saja selama
tahap penyidikan. Komunikasi yang efektif antara tersangka dan
penyidik menjadi hal utama terutama jika tersangka tidak mema-
hami bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan.

Hak ini menjamin bahwa tersangka memiliki pemahaman
yang lengkap tentang proses penyidikan dan dapat menyampaikan
pendapat atau argumennya dengan jelas kepada penyidik. Setiap
individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan
hukum yang diperlukan dalam memahami hak-haknya dan meng-
hadapi sistem hukum secara adil, termasuk hak untuk mengguna-
kan jasa seorang penerjemah atau juru bahasa.

d. Pasal 53 ayat 2 KUHAP mengatur tentang hak menyewa penerje-
mah. Hak tersebut memberikan akses yang adil bagi tersangka yang
mungkin mengalami keterbatasan komunikasi karena kondisi fisik,
seperti ketidakmampuan berbicara atau mendengar. Pasal tersebut
menegaskan bahwa jika tersangka mengalami bisu atau tuli maka
berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 178.

Dengan memberikan hak untuk mendapatkan penerjemah,
sistem peradilan pidana dapat memastikan bahwa setiap tersangka
dapat memahami proses hukum yang sedang berlangsung dan
dapat memberikan kontribusi yang relevan dalam pembelaan atau
Kklarifikasi atas kasus yang sedang dihadapi (Sriwidodo, 2023: 120).

e. Pasal 54 KUHAP menjamin hak untuk memilih penasihat hukum.
Hal ini memastikan bahwa setiap tersangka dalam sistem peradilan
pidana memiliki akses yang adil terhadap penasihat hukum yang
sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Sesuai dengan pasal 55
KUHAP, tersangka memiliki kebebasan untuk memilih penasihat
hukumnya sendiri selain dari haknya untuk mendapatkan bantuan
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hukum. Hak ini memberikan tersangka kebebasan untuk memilih
penasihat hukum yang dianggap paling cocok dalam membela
kasus mereka, baik dari segi kompetensi profesional maupun keco-
cokan personal.

Hak untuk didampingi penasehat hukum yang disebutkan dalam
pasal 56 KUHAP. Terdapat dua poin penting yang perlu diperha-
tikan, yaitu:

1) Dalam situasi di mana tersangka dihadapkan pada kasus yang
serius, seperti kejahatan yang ancaman hukumannya paling
lama lima belas tahun atau hukuman mati, atau bagi orang-
orang yang tidak mampu yang menghadapi hukuman paling
lama lima tahun tanpa memiliki penasihat hukum sendiri.

2) Merupakan tugas setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk
bertindak sesuai dengan ayat (1) untuk memberikan nasihat
dengan tanpa dipungut biaya. Dalam hal memberikan bantuan
hukum kepada tersangka yang memenuhi syarat untuk menda-
patkan bantuan hukum cuma-cuma, penasihat hukum yang
ditugaskan tidak diperkenankan meminta imbalan atau hono-
rarium. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka
yang tidak mampu tidak terbebani dengan biaya tambahan
selama proses peradilan

Bagi tersangka atau terdakwa yang pernah ditahan, hak untuk
berbicara dengan penasihat hukum sebagaimana diatur dalam pasal
57 KUHAP ayat 1 merupakan jaminan yang krusial. Tersangka
yang ditahan mempunyai hak hukum untuk berbicara dengan
kuasa hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang ditentukan. Hal ini menegaskan pentingnya akses yang tidak
terhambat terhadap bantuan hukum, terutama dalam situasi yang
serius seperti penahanan di mana tersangka dapat menghadapi
konsekuensi yang serius terhadap kebebasan dan hak-hak mereka.

Pasal 57 ayat 2 KUHAP menjamin hak warga negara asing yang
ditahan dalam proses peradilan suatu negara untuk berkomunikasi
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dengan perwakilan negara asalnya. Ketentuan ini menjamin
tersangka berkewarganegaraan ganda mempunyai kebebasan
berkomunikasi dan bertemu dengan perwakilan nasional selama
kasusnya ditangani.

Hal ini memberikan perlindungan diplomatik yang diakui
secara internasional, di mana setiap individu dijamin hak-hak
dasarnya termasuk akses terhadap perlindungan dari negara asal
mereka (Sofyan dan Asis, 2014: 55—57).

i.  Pasal 58 KUHAP menjamin hak atas pelayanan kesehatan. Hal ini
memastikan bahwa tersangka yang ditahan mempunyai akses yang
memadai terhadap pelayanan kesehatan yang diperlukan. Terlepas
relevan atau tidaknya kunjungan tersebut dengan proses perkara
yang dihadapi tersangka, tersangka yang berada dalam situasi
penahanan mempunyai hak untuk berbicara dan dikunjungi oleh
dokter pribadinya karena alasan kesehatan.

Sistem peradilan pidana menegaskan pentingnya hak asasi
individu untuk mendapatkan perawatan medis yang memadai,
terutama saat mengalami penahanan yang serius. Hak ini bukan
sekadar perlindungan kesehatan, melainkan juga aspek hak asasi
manusia mendasar yang menegaskan bahwa setiap orang berhak
mendapat perlakuan yang adil dan penuh kasih dari pemerintah.

j. Pasal 59 KUHAP mengatur tentang kesanggupannya memberita-
hukan atau menghubungi keluarganya. Hak ini menjamin akses
yang memadai bagi tersangka yang ditahan terhadap bantuan
sosial dan informasi selama proses hukum, baik pada tahap penyi-
dikan maupun penuntutan. Tersangka yang ditahan mempunyai
hak untuk diberitahu mengenai penahanannya oleh petugas yang
berwenang.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada
tersangka memberitahukan kepada anggota rumah atau kelu-
arganya mengenai keadaannya, serta pihak-pihak yang dapat
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membantunya dalam mendapatkan penasihat hukum atau jaminan
bahwa penahanannya akan dihentikan untuk sementara waktu.

Dengan memberikan akses yang cukup terhadap informasi
dan dukungan sosial, sistem peradilan pidana memastikan bahwa
tersangka tidak terisolasi secara sosial atau emosional selama proses
hukum.

Hak berkomunikasi dan menerima kunjungan sesuai dengan
pedoman yang diatur dalam pasal 60 KUHAP. Tersangka yang
mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain dengan para
pihak mempunyai hak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan-
nya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
kepada tersangka memperoleh dukungan moril dan sosial dari
teman dan kerabatnya selama ia ditahan.

Pasal 61 KUHAP menjamin hak tersangka untuk berkomunikasi
dan menerima kunjungan dari keluarganya. Tersangka memiliki
hak untuk berbicara dan bertemu dengan anggota keluarganya, baik
secara langsung maupun melalui bantuan penasihat hukumnya.
Hak ini juga meliputi kepentingan tambahan terkait pekerjaan atau
kehidupan keluarga tersangka, tidak hanya terbatas pada situasi
yang terkait langsung dengan kasusnya.

. Pasal 62 ayat 1 KUHAP yang mengatur tentang hak berkomunikasi
dan surat menyurat antara tersangka, kuasa hukumnya, dan anggota
keluarganya selama proses hukum berlangsung. Ketentuan ini
memastikan bahwa tersangka dapat menulis surat kepada keluarga
dan penasihat hukumnya kapan saja, serta menerima surat dari
keluarga dan penasihat hukumnya bila diperlukan. Tersangka harus
disediakan alat tulis menulis agar dapat dengan mudah menulis dan
menerima surat-surat tersebut.

Pasal 63 KUHAP menekankan pentingnya aspek spiritual dalam
membela hak-hak terdakwa dalam persidangan, termasuk hak
untuk berinteraksi dengan dan menerima kunjungan dari pemim-
pin agama. Hal ini memberikan jaminan bahwa tersangka dapat
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berkomunikasi dan bertemu dengan pemuka agama untuk menda-
patkan dukungan moral, nasihat, dan bimbingan rohani selama
proses hukum. Hal ini diperlukan karena tersangka membutuhkan
dukungan dari sumber-sumber spiritual dan moral dalam meng-
hadapi tantangan emosional dan psikologis yang mungkin terjadi
selama proses hukum.

o. Pasal 65 KUHAP yang mengatur hak pemanggilan saksi pembela.
Tersangka dijamin haknya untuk mencari dan menghadirkan saksi
atau seseorang dengan pengetahuan khusus yang dapat memberi-
kan bukti untuk mendukung pernyataan tersangka dalam pasal ini.
Hal ini penting karena memberikan kesempatan kepada tersangka
untuk mengajukan materi ke pengadilan yang dapat melemahkan
kasusnya.

Saksi yang memberikan keterangan meringankan atau ahli
khusus bisa memberikan pandangan atau informasi tambahan yang
tidak tercakup dalam bukti yang dibawa oleh pihak penuntut. Hal
ini membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang
kejadian yang sedang dibahas.

p. Hakyang dijamin oleh pasal 66 KUHAP untuk dikecualikan dari
beban pembuktian. Hal ini berarti bahwa tersangka tidak perlu
membela diri secara aktif dalam membuktikan ketidaksalahannya.
Sebaliknya, tugas jaksa atau penuntut umum adalah menyajikan
bukti yang cukup untuk mendukung tuntutannya. Jaksa harus
menyediakan bukti yang kuat sehingga pengadilan dapat meyakini
kesalahan tersangka di luar keraguan yang wajar.

q. Hak untuk menuntut ganti kerugian yang memberikan jaminan
perlindungan terhadap tersangka dalam situasi di mana penahanan
atau tindakan hukum lainnya dilakukan tanpa dasar yang sah atau
karena kekeliruan. Hal ini dinyatakan melalui beberapa ketentuan
sebagai berikut:

1) Apabila penahanan yang dilakukan atau perpanjangan masa
penahanan ternyata melanggar hukum, maka tersangka berhak
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2)

3)

mendapat ganti rugi berdasarkan pasal 30 KUHAP. Pasal 24, 25,
26, 27,28, dan 29 KUHAP yang semuanya mengatur tentang
penahanan dan perpanjangan penahanan. Tersangka berhak
untuk meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam pasal 95 dan pasal 96 KUHAP.

Pasal 95 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa tersangka memiliki
hak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan,
dituntut, diadili, atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan
yang didasarkan pada undang-undang atau karena kekeliruan
mengenai identitasnya atau penerapan hukum.

Pasal 95 ayat 2 KUHAP memberikan hak kepada tersangka
untuk menuntut ganti kerugian jika perkara yang menyangkut-
nya tidak diajukan ke pengadilan negeri. Hak untuk menuntut
ganti rugi tidak hanya terbatas pada kasus-kasus di pengadilan,
tetapi juga pada situasi di mana perkara tidak sampai ke tahap
persidangan.

Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi diatur dalam
pasal 68 dan pasal 81 KUHAP sebagai berikut.

1)

2)

Pasal 68 KUHAP memberikan jaminan bahwa tersangka
memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 95 dan pasal-
pasal terkait lainnya.

Pasal 81 KUHAP, menjelaskan bahwa permintaan ganti keru-
gian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan
atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan
atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga
yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebut alasannya.

Pasal 119 KUHAP memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan
di tempat tinggal seseorang. Hak ini dimaksudkan untuk melin-

dungi privasi dan hak-hak tersangka dalam sistem hukum sekaligus

menjamin kenyamanan dan keamanan pihak yang diperiksa selama
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pemeriksaan.

t.  Hak untuk mendapatkan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam pasal 97 ayat 3 KUHAP. Bagi tersangka
yang mengalami penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang
sah berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan
dalam identifikasi individu atau dalam penerapan hukum seperti
yang dijelaskan dalam pasal 95 ayat 1. Proses rehabilitasi ini yang
diputuskan oleh hakim pra peradilan sesuai dengan pasal 77.

u. Hak untuk segera diperiksa terdapat dalam pasal 122 KUHAP.
Berdasarkan pasal tersebut, penyidik harus mulai memeriksa
tersangka sesegera mungkin jika ditangkap dalam waktu satu hari
setelah perintah penahanan dikeluarkan. Tersangka merupakan
tersangka kasus pidana. Hak ini memberikan perlindungan kepada
individu yang terkena dampak penahanan dengan memastikan
bahwa mereka memiliki kesempatan untuk segera mengetahui
alasan di balik penangkapan dan memberikan keterangan atau
Kklarifikasi yang diperlukan dalam proses penyelidikan.

v. Hak untuk mengajukan keberatan, seperti dalam pasal 123 ayat 1.
Melalui ketentuan ini, tersangka beserta keluarga atau penasihat
hukumnya memiliki hak yang dijamin untuk memprotes penaha-
nan yang dilakukan oleh penyidik. Setiap individu memiliki hak
untuk mempertahankan diri dan memastikan bahwa proses hukum
yang diterapkan terhadapnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan.

w. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebagaimana terdapat
pada pasal 114 KUHAP. Ketentuan ini memberikan perlindungan
hak asasi manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana
dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan
nasihat dan pendampingan hukum sejak awal proses penyelidikan.
Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang
sama terhadap keadilan di mata hukum, terlepas dari status sosial

atau ekonomi.
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2.

x. Pasal 116 ayat 3 KUHAP mengatur tentang hak menunjuk saksi
yang menguntungkan. Ketentuan ini menjamin hak setiap tersangka
untuk memanggil saksi-saksi yang mungkin dapat memberikan
keterangan atau bukti-bukti yang dapat membantu menegakkan
kebenaran dan keadilan perkara yang menjeratnya.

Dengan memberikan hak ini, sistem hukum berupaya menja-
min bahwa proses penyelidikan dan pengadilan tidak hanya dida-
sarkan pada bukti-bukti yang mendukung dakwaan, tetapi juga
memperhitungkan semua hal yang dapat mengarah pada pema-
haman terhadap kejadian yang terjadi.

y.  Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapa pun
diatur dalam pasal 117 ayat 1 KUHAP. Ketentuan ini menegaskan
prinsip dasar bahwa setiap tersangka memiliki hak yang tak terpi-
sahkan untuk memberikan keterangan kepada penyidik tanpa
adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, baik dalam
bentuk fisik maupun psikologis. Dengan memberikan jaminan ini,
sistem hukum berupaya memastikan bahwa proses pengumpulan
bukti dan keterangan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal
yang dapat merusak kebenaran atau integritas proses hukum.

Terdakwa

Terdakwa adalah seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana
dalam sebuah proses peradilan. Kata dakwa dalam konteks hukum
berarti tuduhan, sedangkan mendakwa adalah tindakan menuduh.
Istilah terdakwa merujuk kepada seseorang yang menjadi objek tuduhan.
Dakwaan adalah proses hukum yang menegakkan prinsip keadilan
dengan memberikan hak kepada individu untuk membela diri terhadap
tuduhan yang dialamatkan kepadanya (Sofyan dan Asis, 2014: 168).

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 14
KUHAP, terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa,
dan diadili di sidang pengadilan. Status terdakwa diberikan kepada sese-
orang yang telah menjadi objek tuntutan hukum dan telah menjalani
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proses pemeriksaan serta menghadapi sidang pengadilan sebagai bagian
dari proses hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut J.C.T. Simorangkir (1983: 178), terdakwa
adalah seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan terdapat
cukup alasan atau bukti yang mendukung untuk dilakukan pemerik-
saan di hadapan persidangan. Status terdakwa tidak hanya ditetapkan
berdasarkan fakta bahwa seseorang telah menjadi subjek tuntutan
hukum, tetapi juga memperhitungkan adanya bukti yang memadai
untuk menjalankan proses pengadilan.

Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan kejahatan atau
menjadi subjek proses hukum pidana, terdakwa juga adalah individu
yang memiliki hak-hak yang harus dijaga. Hak-hak tersebut tidak
hanya mencakup hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti
bersalah secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan, tetapi juga
hak-hak lain yang dijamin oleh hukum. Hal ini memastikan bahwa
terdakwa diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, dengan
tetap mempertahankan integritas dan martabatnya sebagai manusia
(Alamri, 2017: 128).

Hak-hak yang diberikan kepada terdakwa, seperti yang diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah
sebagai berikut.

a. Hak untuk segera diperiksa perkaranya, dalam pasal 50 ayat 3
KUHAP. Terdakwa memiliki hak yang dijamin untuk segera diadili
oleh pengadilan setelah proses penyelidikan dan penahanan dila-
kukan. Hal ini memastikan bahwa terdakwa tidak menghadapi
penundaan yang tidak perlu dalam proses pengadilan sehingga
mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penderitaan yang berke-
panjangan bagi terdakwa yang terlibat.

b. Hak untuk mempersiapkan pembelaan, sebagaimana ditentukan
dalam KUHAP pasal 51 huruf b. Setiap terdakwa mempunyai
kesempatan yang sama dan adil untuk diadili. Terdakwa berhak
mendapat penjelasan yang menyeluruh mengenai dakwaan yang
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didakwakan kepadanya dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh
terdakwa. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada terdakwa
untuk mengatur pembelaan, bekerja sama dengan pengacaranya
untuk mendapatkan bukti, serta mempersiapkan rencana tindakan
yang berhasil.

Hak untuk bebas memberikan keterangan dalam pasal 52 KUHAP,
terdakwa berhak berbicara secara langsung kepada hakim dalam
proses pengadilan. Terdakwa diberikan kesempatan untuk menyam-
paikan pandangan, pengalaman, dan informasi langsung kepada
hakim yang memutuskan nasib terdakwa.

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas memung-
kinkan terdakwa untuk menjelaskan keadaan terdakwa secara
langsung, memperkuat prinsip asasi keadilan, serta memastikan
bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada informasi yang
lengkap dan akurat.

Hak mendapat penerjemah dalam pasal 53 ayat 1 KUHAP. Pasal
ini menjamin bahwa setiap terdakwa berhak memperoleh bantuan
penerjemah apabila diperlukan selama proses pemeriksaan di
tingkat pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
pasal 177 KUHAP. Pasal 177 ayat 1 KUHAP menjelaskan bahwa
jika terdakwa atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia, maka
hakim ketua sidang bertanggung jawab untuk menunjuk seorang
juru bahasa yang bersumpah atau berjanji untuk menerjemahkan
dengan akurat semua yang perlu diterjemahkan.

Hak untuk mendapatkan penerjemah, sebagaimana diatur dalam
pasal 53 ayat 2 KUHAP yaitu memastikan akses yang setara terha-
dap proses peradilan bagi individu yang mungkin mengalami
hambatan komunikasi akibat kondisi fisik atau kemampuan berba-
hasa. Berdasarkan pasal 178 KUHAP, pasal ini juga memberikan
perlindungan lebih lanjut kepada terdakwa tunarungu, bisu, atau
bisu yang tidak mampu menulis.

PIHAK YANG TERLIBAT DAN HAKNYA DALAM HUKUM ACARA PIDANA

33




TAHAP-TAHAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA

ahap-tahap dalam hukum acara pidana adalah serangkaian proses yang

diatur secara ketat dalam sistem peradilan pidana untuk menjamin
keberlangsungan proses peradilan yang adil dan efisien. Dalam hukum acara
pidana, proses tersebut melibatkan langkah-langkah yang harus diikuti mulai
dari awalnya, yaitu dari tahap penyidikan hingga tahap eksekusi putusan
pengadilan. Tahap-tahap ini tidak hanya memastikan bahwa hak-hak indi-
vidu terlindungi dan keadilan ditegakkan, tetapi juga menyediakan kerangka
kerja yang jelas bagi penyelenggaraan sistem peradilan pidana.
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Tahap Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHAP, penyidik didefinisikan sebagai pejabat
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tugas
penyidikan. Peran penyidik dalam sistem peradilan pidana sangatlah penting
karena penyidik bertanggung jawab atas proses penyelidikan yang mengarah
pada pengungkapan kebenaran dalam suatu perkara pidana. Kehadiran
penyidik menjamin bahwa hak-hak individu selama proses penyelidikan
terlindungi dengan baik, termasuk hak untuk tidak dituntut atas suatu tindak
pidana tanpa bukti yang cukup serta hak untuk didampingi oleh pengacara
selama pemeriksaan.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan keten-
tuan undang-undang tersebut. Penyidikan ini dilakukan dengan tujuan
utama untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkap
kebenaran tentang suatu tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemu-
kan identitas dari tersangka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Proses penyidikan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti pemeriksaan
saksi, pengumpulan barang bukti, analisis forensik, dan interogasi terhadap
tersangka potensial.

Dalam melakukan penyidikan, seseorang yang memiliki kewenangan
untuk melakukan penyidikan berdasarkan pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah
penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut.

1. Polisi (pembantu letnan dua).
Polisi memiliki peran utama dalam melakukan penyidikan terha-
dap berbagai jenis tindak pidana. Polisi memiliki kewenangan untuk
mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan melakukan langkah-lang-
kah penyelidikan lainnya.

2. PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) II/b sarjana muda pangkat mini-
mum.
Selain polisi, PPNS juga memiliki wewenang untuk melakukan penyi-
dikan dalam kasus-kasus tertentu. PPNS harus memiliki kualifikasi
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minimal sebagai sarjana muda dengan pangkat setidaknya II/b untuk
dapat menjalankan tugas penyidikan.

Selain KUHAP, terdapat undang-undang lain yang memberikan wewe-
nang penyidikan kepada pihak selain penyidik. Jaksa memiliki kewenangan
khusus untuk melakukan penyidikan dalam kasus-kasus tertentu, seperti
korupsi, subversi, dan tindak pidana ekonomi. Jaksa dapat menyelidiki,
mengumpulkan bukti, dan mengajukan tuntutan terhadap pelaku ke peng-
adilan berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan.

Kewenangan jaksa sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mirip dengan kewenangan
polisi tetapi lebih terfokus pada penanganan tindak pidana khusus. Jaksa dan
polisi bekerja bersama untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan
penanganan khusus, seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan kejahatan
lintas negara dengan batasan yang jelas.

Namun, perbedaan jaksa terletak pada peran jaksa yang lebih meni-
tikberatkan pada aspek hukum dan penuntutan secara formal di hadapan
pengadilan. Kewenangan jaksa tidak hanya mencakup penyelidikan dan
penangkapan, tetapi juga proses pengadilan dan penuntutan yang menjadi-
kannya salah satu pilar penting dalam sistem peradilan pidana dan berfungsi
untuk menegakkan keadilan dan hukum di masyarakat.

Dalam proses penyidikan, terdapat serangkaian tahapan yang berpe-
ran penting untuk memastikan bahwa penyelidikan berlangsung dengan
profesionalisme, keadilan, dan akurasi. Tahapan-tahapan ini biasanya dibagi
menjadi bagian-bagian yang saling terkait dan saling memperkuat sebagai
berikut.

1. Sumber tindakan penyidik dalam penyidikan.

Penyidik dapat memulai penyidikan setelah menerima laporan atau

pengaduan dari masyarakat. Selain itu, penyidik juga dapat memulai

penyidikan jika ada penangkapan tersangka yang tertangkap tangan dan
menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang sedang terjadi secara
jelas. Selanjutnya, penyidik dapat melakukan penyelidikan jika diketahui
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adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana, baik melalui
penyelidikan informasi maupun pengumpulan bukti yang relevan.

Tindakan penyidik berikutnya.

Tindakan ini didasarkan pada ketentuan hukum, di mana penyidik
memiliki kewajiban untuk segera melakukan tindakan penyidikan yang
diperlukan setelah mendapatkan sumber tindakan yang relevan. Ketika
penyidikan telah dimulai, penyidik harus memberitahukan kepada
penuntut umum untuk memastikan transparansi dan koordinasi dalam
proses hukum. Penyidik juga memiliki kewajiban untuk menangkap
tersangka dan segera melakukan pemeriksaan serta tindakan lain yang
diperlukan dalam proses penyidikan (Suyanto, 2018: 33—34).

Tindakan penyelidik dalam kasus tersangka tidak tertangkap tangan.
Penyidik harus mempelajari dengan saksama setiap detail peristiwa
yang terjadi, meneliti bukti-bukti yang ada, dan menganalisis apakah
terdapat cukup bukti untuk memulai penyidikan secara resmi. Proses
ini memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap hukum serta
keahlian dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi. Selain
itu, penyidik juga harus memastikan bahwa tindakannya sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak-hak individu yang
terlibat dalam kasus tersebut.

Hasil penelitian dan penyidikan dilanjutkan.

Setelah memperoleh hasil penelitian yang cukup, penyidik kemudian
melanjutkan tindakan-tindakan lanjutan sesuai dengan wewenang yang
dimilikinya untuk membuat berkas perkara. Penyidik wajib menyerah-
kan berkas tersebut kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam KUHAP pasal 110 ayat 1. Penyerahan berkas perkara
kepada penuntut umum menjadi langkah proses hukum yang memung-
kinkan penuntut umum untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya
dalam penanganan kasus, termasuk kemungkinan pengajuan dakwaan.

Hasil penelitian dan penyidikan tidak dilanjutkan.
Ketika hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan tidak dapat
dilanjutkan, langkah selanjutnya adalah menghentikan proses
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penyidikan berdasarkan pertimbangan hukum yang objektif. Hal ini
terjadi ketika bukti yang terkumpul tidak mencukupi untuk mendukung
dugaan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Dalam
keadaan demikian, penyidik bertanggung jawab untuk menghentikan
penyidikan demi keadilan dan integritas hukum.

Proses penghentian penyidikan harus dilakukan dengan penuh
transparansi. Penyidik wajib memberitahukan keputusan tersebut
kepada penuntut umum, tersangka, dan keluarganya. Tindakan ini
tidak hanya memastikan bahwa keputusan yang diambil dipahami oleh
semua pihak terkait, tetapi juga menjaga keterbukaan dalam proses
hukum. Penghentian penyidikan menjadi bagian dalam menjaga prin-
sip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, serta menegaskan
komitmen untuk memastikan bahwa hanya kasus-kasus yang memiliki
bukti memadai dan dikejar dalam proses peradilan (Harahap, 2012: 101).

Tahap Penuntutan

Penuntutan secara tegas adalah tindakan yang dilakukan oleh penuntut
umum untuk mengajukan perkara pidana ke pengadilan negeri yang memi-
liki kewenangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
yang berlaku. Proses ini meliputi permintaan pemeriksaan dan penyelesaian
perkara oleh hakim dalam sidang pengadilan.

Penuntutan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penegak
hukum untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa pelanggaran
terhadap hukum pidana mendapat penanganan yang tepat dan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku. Menuntut seorang terdakwa di hadapan
hakim pidana melibatkan penyerahan berkas perkaranya kepada hakim
oleh pihak penuntut, kemudian diikuti dengan permohonan agar hakim
memeriksa hingga akhirnya membuat keputusan terkait perkara pidana
yang melibatkan terdakwa tersebut (Rusli, 2007: 76).

Hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap
langkah yang diambil didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan prosedur
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hukum yang berlaku sehingga keputusan yang diambil dapat mencermin-
kan kebenaran materiel dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Selain
itu, proses penuntutan juga merupakan kesempatan bagi terdakwa untuk
memperoleh perlindungan hukum yang adil dan memperjuangkan hak-hak-
nya di hadapan pengadilan.

Dalam pasal 141 KUHAP, penuntut umum dapat melakukan pengga-
bungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Apabila pada
waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas
perkara dalam hal, yaitu sebagai berikut:

1. Dbeberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan
kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap peng-
gabungannya;
beberapa tindak pidana yang bersangkut-paut satu dengan yang lain; dan

3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut-paut satu dengan yang
lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, dalam
hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penuntutan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam KUHP. Tindakan ini penting untuk memastikan bahwa prinsip-prin-
sip hukum dan keadilan tetap terjaga. Jika ada dasar yang sah untuk meng-
hentikan penuntutan, seperti kurangnya bukti atau alasan lain yang valid
maka penuntutan harus dihentikan agar putusannya dapat bersifat bebas
dari tekanan hukum. Hal ini berarti bahwa ketika ada dasar yang memadai
untuk menghentikan penuntutan, misalnya karena kekurangan bukti atau
alasan yang sah lainnya maka penuntutan harus dihentikan untuk menjaga
integritas sistem peradilan. Adapun alasan-alasan yang dapat memberhen-
tikan penuntutan adalah sebagai berikut.

1. Tidak terdapat cukup bukti.

Ketika bukti yang cukup tidak tersedia untuk mendukung dakwaan

maka kasus tersebut harus dihentikan. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menga-

tur alat-alat bukti yang sah dalam peradilan pidana, tetapi jika syarat-sya-
rat tersebut tidak terpenuhi atau alat-alat bukti minimal tidak memadai
maka pembuktian menjadi sulit. Hal ini meninggalkan terdakwa dalam
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PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA

Penangkapan

Penangkapan adalah tindakan sementara untuk menahan kebebasan
tersangka atau terdakwa berdasarkan bukti awal yang cukup untuk kepen-
tingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Hal ini
merupakan langkah yang diambil oleh penegak hukum untuk membatasi
kebebasan individu yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana dengan
tujuan untuk menjaga proses hukum yang sedang berlangsung.

Perintah penangkapan merupakan tindakan yang diambil oleh pihak
berwenang terhadap seseorang yang diduga kuat melakukan suatu tindak
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pidana. Hal ini didasarkan adanya bukti permulaan yang dianggap cukup
untuk menjustifikasi tindakan penangkapan. Proses penangkapan biasanya
dilakukan oleh aparat kepolisian atau pihak yang berwenang dalam pene-
gakan hukum, seperti jaksa atau petugas keamanan.

Menurut rancangan KUHAP, objek penangkapan adalah sebagai
berikut.

1. Tersangka atau terdakwa merupakan seseorang yang telah diduga ter-
libat dalam suatu tindak pidana dan menjadi fokus dari proses penyi-
dikan atau penuntutan.

2. Proses penangkapan seseorang yang diduga kuat melakukan tindak
pidana didasarkan pada adanya bukti yang cukup dan mengindikasikan
keterlibatan yang serius dalam suatu tindak kriminal. Bukti permulaan
yang memadai dan prosesnya harus sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku serta memperhatikan hak asasi manusia.

3. Seseorang dapat ditangkap secara langsung jika ia tertangkap sedang
melakukan tindak pidana atau jika ditemukan barang bukti yang diduga
terlibat dalam tindak pidana pada dirinya. Hal ini sering terjadi pada
orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau ketika
ditemukan benda yang diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana atau hasil dari tindak pidana (Eddyono, 2013: 5).

Dengan ketentuan ini, rancangan KUHAP memberikan dasar yang jelas
mengenai siapa saja yang dapat menjadi objek penangkapan dalam proses
penegakan hukum. Penangkapan dilakukan untuk mengamankan individu
yang diduga terlibat dalam tindak pidana, serta untuk mengumpulkan bukti
yang diperlukan dalam proses penyidikan dan penuntutan. Hal ini meru-
pakan langkah awal dalam upaya penegakan hukum untuk menegakkan
keadilan dan ketertiban masyarakat.

Tertangkap Tangan

Tertangkap tangan adalah istilah hukum yang sering digunakan untuk
menggambarkan situasi di mana seseorang ditemukan sedang melakukan
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tindak pidana atau sesaat setelahnya. Selain itu, penangkapan juga dapat
terjadi ketika masyarakat bersama-sama mengidentifikasi seseorang sebagai
pelaku kejahatan selama kejadian atau sesaat setelahnya. Bukti-bukti seperti
barang bukti yang ditemukan pada pelaku atau situasi saat kejahatan terjadi
menjadi faktor yang kuat dalam menentukan status seseorang sebagai pelaku
atau terlibat dalam kejahatan tersebut (Kuffal, 2007: 59).

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat 2 KUHAP,
penangkapan seseorang dapat dilakukan tanpa adanya surat perintah penang-
kapan yang sebelumnya dikeluarkan. Namun dalam melaksanakan tindakan
penangkapan tersebut, hal yang harus dilakukan adalah segera menyerahkan
orang yang tertangkap tangan beserta barang bukti yang ada kepada penyidik
atau penyidik pembantu yang berada dalam wilayah terdekat.

Ketentuan lain yang berkaitan dengan kasus tertangkap tangan adalah
proses penyerahan barang bukti. Barang bukti harus diserahkan bersamaan
dengan penyerahan orang yang tertangkap tangan kepada penyidik yang
berwenang. Pasal 39 ayat 1 KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis benda
berkenaan dengan penyitaan sebagai barang bukti. Adapun barang-barang
tersebut adalah sebagai berikut.

1. Barang atau tagihan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa, baik
secara keseluruhan maupun sebagian yang diduga berasal dari tindak-
an pidana atau sebagai hasil dari pelanggaran hukum tersebut.

2. Barang yang digunakan secara langsung untuk melaksanakan tindak
pidana atau bahkan untuk mempersiapkannya.

3. Bendayang digunakan untuk menghalangi atau menggagalkan penye-
lidikan terhadap tindak pidana yang terjadi.

4. Barangyang secara khusus dibuat atau dimaksudkan untuk melakukan
tindak pidana.

5. Barang lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana
yang sedang diselidiki.

Dengan kata lain, barang-barang yang dapat disita seperti yang telah
disebutkan sebelumnya dianggap sebagai barang bukti yang merupakan
bukti atau corpus delicti dari suatu kejahatan. Konsep barang bukti ini telah
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dijelaskan oleh Martiman Prodjohamidjojo bahwa barang bukti tersebut
dapat disita oleh penyidik untuk mendukung proses penyelidikan dan
penegakan hukum. Jika dianggap penting, hakim sidang akan menampilkan
barang bukti tersebut kepada terdakwa sebagai bagian dari proses pengung-
kapan kebenaran dalam persidangan (Afiah, 1988: 18).

Pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan tidak dapat dikenai sanksi
pidana secara langsung tanpa melalui proses peradilan yang adil. Oleh karena
itu, peran penyidik menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa semua
tahapan dalam penyelesaian perkara pidana dapat dilaksanakan dengan
efektif. Penyidik dari Polri memiliki tanggung jawab untuk melakukan
semua tahapan proses hukum yang diperlukan, mulai dari pelengkapan
berkas-berkas hingga proses penyidikan lebih lanjut.

Setelah tertangkap tangan, penyidik harus kembali memastikan bahwa
semua dokumen dan barang bukti terkait telah terkumpul dengan lengkap.
Jika ditemukan kekurangan dalam alat-alat bukti atau informasi yang diper-
lukan, penyidik harus melanjutkan proses penyidikan untuk melengkapi
bukti-bukti yang diperlukan. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya
untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan lancar dan bahwa
keadilan dapat ditegakkan secara efektif.

Salah satu kekhususan dari tangkap tangan adalah bahwa proses ini
tidak terbatas oleh aturan yang mengatur lokasi penangkapan sehingga dapat
dilakukan di mana saja, termasuk di tempat-tempat yang biasanya dianggap
tidak cocok untuk melakukan penangkapan, seperti tempat ibadah, ruang
sidang, atau ruang perwakilan rakyat. Namun, pelaksanaan tangkap tangan
harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan sensitivitas
tempat, di mana penangkapan berlangsung dan mematuhi prinsip-prinsip
hak asasi manusia serta keadilan (Panjaitan, 2016: 7).

Penahan

Penahanan adalah tindakan membatasi kebebasan seseorang, terutama
kebebasan bergerak yang seharusnya hanya dilakukan jika memang sangat
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diperlukan dalam konteks penegakan hukum yang kuat. Namun, penahanan
juga membawa konsekuensi yang kompleks dan berseberangan. Di satu sisi,
penahanan berarti menghilangkan hak dasar setiap individu untuk bergerak
secara bebas. Namun di sisi lainnya, penahanan dilakukan untuk menjaga
ketertiban masyarakat dan mengatasi potensi ancaman terhadap kepentingan
umum (Hamzah, 2002: 16).

Dalam melakukan penahanan, segala tindakan yang diambil harus
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Hal ini tidak hanya
untuk memastikan proses hukum berjalan dengan lancar dan adil, tetapi juga
untuk mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berujung pada konseku-
ensi hukum yang serius. Pelaksanaan penahanan yang tidak sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan dapat mengakibatkan hukum yang fatal bagi peja-
bat yang terlibat, seperti tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi sesuai dengan
ketentuan yang terdapat dalam pasal 95 KUHAP.

Penahanan dalam hukum acara pidana adalah salah satu kewenangan
yang diberikan kepada penyidik untuk menahan seseorang yang menjadi
tersangka atau terdakwa serta didasarkan pada alasan subjektif dan objektif.
Menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, penahanan adalah tindakan penempatan
tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut
umum, atau hakim dengan penetapannya sesuai prosedur yang diatur dalam
undang-undang.

Alasan subjektif untuk melakukan penahanan adalah karena kekha-
watiran dari penyidik, penuntut umum, atau hakim bahwa tersangka atau
terdakwa mungkin melarikan diri dan menghilangkan barang bukti atau
mengulangi perbuatan pidana yang dituduhkan. Alasan-alasan ini menun-
jukkan kekhawatiran akan potensi gangguan terhadap proses penyidikan
atau peradilan apabila tersangka atau terdakwa tidak ditahan.

Namun, dalam penahanan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip
keadilan dan hak asasi manusia sehingga prosesnya harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak merugikan hak-hak indi-
vidu yang bersangkutan. Sementara itu, alasan objektif untuk penahanan
adalah terdapatnya dugaan tindak pidana yang diancam dengan pidana

PROSES DALAM HUKUM ACARA PIDANA

69




penjara selama lima tahun atau lebih bagi tersangka. Hal ini menunjukkan

tingkat seriusnya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka,

sehingga mendukung kebutuhan akan penahanan untuk memastikan kelan-

caran proses penyidikan dan peradilan.

Dalam KUHAP pasal 22, terdapat beberapa jenis penahanan yang diatur

secara khusus serta karakteristik dan tujuan yang berbeda.

1.

Rumah tahanan negara.

Penahanan rumah tahanan negara biasanya terjadi dalam kasus-kasus
yang melibatkan tingkat kejahatan dan membutuhkan tingkat penga-
manan yang tinggi. Fasilitas penjara umumnya dibangun di ibu kota
setiap kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya.
Bahkan jika diperlukan, cabang-cabang penjara dapat dibentuk untuk
menampung jumlah tahanan yang lebih besar. Sebagai bagian dari
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, penjara bertugas menjaga
keamanan dan kesejahteraan para tahanan selama mereka berada di
dalamnya.

Dalam hukum acara pidana, penahanan adalah salah satu darilima
tindakan paksa yang diizinkan. Tindakan paksa tersebut mencakup
penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan pemerik-
saan surat. Penahanan di rutan dilakukan untuk memastikan bahwa
tersangka atau terdakwa tetap berada di bawah pengawasan hukum dan
tidak menghilangkan barang bukti selama proses peradilan (Poernomo,
1982: 56).

Penahanan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan
dalam hukum. Jika tidak ada fasilitas penahanan resmi di lokasi tertentu,
penahanan dapat dilakukan di kantor polisi, kantor kejaksaan, lembaga
pemasyarakatan, rumah sakit, atau tempat lain yang dianggap pantas
oleh pihak berwenang. Namun, penahanan harus dilakukan dengan
pertimbangan yang matang terhadap kesejahteraan dan hak-hak yang
dimiliki oleh tersangka atau terdakwa. Tidak boleh ada penahanan yang
sembrono dan harus selalu mematuhi prinsip-prinsip keadilan.
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ILMU-ILMU YANG MENDUKUNG
HUKUM ACARA PIDANA

Kriminologi

Kriminologi adalah studi yang menyelidiki akar penyebab kejahatan dan
usaha-usaha untuk mencegahnya. Bidang ini menyoroti berbagai aspek
kejahatan, termasuk penyebabnya dan bagaimana kejahatan tersebut muncul.
Selain mencari motivasi di balik perilaku kriminal, penelitian kriminologi
juga mengeksplorasi faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang

memengaruhi perilaku kriminal tersebut.
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Ilmu kriminologi berkontribusi dalam memahami kejahatan dari

seluk-beluknya hinga motif dari kejahatan tersebut, terutama bagi hakim

dalam proses pengambilan keputusan. Ilmu ini membantu hakim dalam

membuat keputusan yang tepat dengan faktor-faktor yang memengaruhi peri-

laku pelaku kejahatan. Selain itu, kriminologi juga memberikan pandangan

yang penting bagi proses pembuatan kebijakan hukum (Sriwidodo, 2023: 71).

Berdasarkan penjelasan di atas, kriminologi difokuskan pada bidang-

bidang berikut ini.

1.

Penciptaan aturan hukum.

Kriminologi mempelajari konsep kejahatan serta pelaku-pelaku yang
terlibat dalam pembuatan hukum. Hal tersebut meliputi analisis terha-
dap siapa pembuat hukum (seperti legislator atau lembaga hukum
lainnya) dan faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam
proses pembuatan hukum. Dengan memahami konteks sosial, ekonomi,
dan politik di balik pembuatan hukum, kriminologi membantu untuk
merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penegakan hukum dan
pencegahan kejahatan.

Pelanggaran hukum.

Kriminologi adalah bidang studi yang menginvestigasi pelaku keja-
hatan, meliputi identitas pelaku, alasan di balik tindakan kriminal, dan
taktor-faktor yang memengaruhi perilaku kriminal. Tujuan kriminologi
adalah memahami beragam dinamika yang mendorong seseorang untuk
melakukan pelanggaran hukum. Dengan memperoleh pemahaman
mendalam tentang akar masalah kejahatan, kriminologi dapat meran-
cang strategi yang lebih efektif dalam upaya pencegahan kejahatan dan
rehabilitasi.

Reaksi terhadap pelanggaran hukum.

Kriminologi mempelajari peradilan pidana dan tanggapan masyarakat
terhadap pelanggaran hukum, termasuk efisiensi sistem hukum dalam
menyelesaikan sengketa hukum dan cara masyarakat bereaksi terhadap
kejahatan (Sriwidodo, 2023: 72).
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Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu studi yang mengkaji korban kejahatan, terma-
suk penyebab munculnya korban dan konsekuensi-konsekuensi yang timbul
akibat kejahatan yang terjadi. Ilmu viktimologi pada dasarnya merupakan
cabang atau turunan dari ilmu kriminologi yang berfokus pada kejahatan
dan faktor-faktor yang terkait dengannya. Dasar pengetahuan viktimologi
terkait langsung dengan dampak kejahatan yang pada akhirnya menimbul-
kan korban (Yulia, 2010: 43).

Seseorang yang menjadi korban kejahatan mengalami berbagai keru-
gian, mulai dari kerugian fisik, psikologis, hingga material. Oleh karena itu,
fokus utama dalam viktimologi adalah memahami kondisi dan status korban
serta dampak kejahatannya. Hal ini meliputi upaya untuk mencegah vikti-
misasi dan memberikan dukungan kepada korban, serta menginvestigasi
langkah-langkah potensial untuk melindungi keselamatan masyarakat dari
kejahatan yang mengancam (Sahetapy, 2000: 59).

Viktimologi memainkan peran penting dalam proses hukum di peng-
adilan, terutama dalam penuntutan pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta
bahwa korban kejahatan sering menjadi pemicu terjadinya tindak keja-
hatan lainnya. Kejaksaan dapat menentukan sejauh mana kasus tersebut
dituntut dengan serius berdasarkan analisis viktimologi. Memahami aspek
viktimologi bukan hanya membantu hakim dalam memperlakukan korban
sebagai saksi di pengadilan, melainkan membantu dalam memahami betapa
pentingnya memperhitungkan kepentingan dan penderitaan korban akibat
kejahatan atau aktivitas kriminal (Susiswo, 2021: 65).

Keputusan hakim lebih memenuhi harapan korban terhadap pelaku
kejahatan berkat pemahaman viktimologi. Selain itu, viktimologi juga berpe-
ran dalam mengarahkan perbaikan kebijakan dan undang-undang yang
kurang memperhatikan perlindungan korban. Mempertimbangkan situasi
dan kondisi korban sangat penting karena hal tersebut dapat memicu pelaku
untuk melakukan tindak kejahatan terhadap korban.

Hal ini menunjukkan bahwa korban memainkan peranan penting dalam
menyelesaikan perselisihan dan memutuskan bagaimana pelaku kejahatan
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harus dihukum, selain menjadi saksi atau objek dalam sistem hukum. Untuk
mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat,
rumusan hak dan kewajiban korban dalam suatu peraturan atau undang-
undang harus didasarkan pada kaidah yuridis dan ilmiah.

Psikiatri Forensik

Psikiatri merupakan cabang kesehatan yang memiliki fokus khusus pada
pemahaman, penilaian, diagnosis, perawatan, dan pencegahan gangguan
kejiwaan. Psikiatri forensik berperan penting dalam hukum pidana karena
berkaitan dengan pembuktian dalam menilai pertanggungjawaban pidana
atau kesalahan terdakwa. Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan
keadaan batin tersangka.

Dalam proses hukum acara pidana, tujuan dari pembuktian adalah
untuk sedekat mungkin dengan kebenaran. Hukum pembuktian membe-
rikan pedoman bagi hakim dalam membuat keputusan yang sejalan dengan
kebenaran. Meskipun begitu, hakim sebagai manusia bisa melakukan kesa-
lahan dalam menentukan putusan pada kasus pidana sehingga dapat merugi-
kan kepentingan terdakwa. Untuk mengatasi hal ini, terdapat berbagai aliran
pembuktian dalam hukum acara pidana yang masing-masing menggunakan
teori dasar untuk mengatur cara pembuktian yang melibatkan alat bukti
(Asmarawati, 2017: 6).

Terdapat dua jenis alat bukti utama dari bidang ilmu forensik, yaitu
kedokteran kehakiman dan psikiatri kehakiman. Kedokteran kehakiman
bertugas menetapkan kepastian penyakit atau kematian yang terjadi, semen-
tara psikiatri kehakiman bertanggung jawab menentukan sejauh mana
tanggung jawab seseorang dalam melakukan pelanggaran hukum pidana.
Banyak kasus di mana seseorang mungkin tampak normal dalam kehidupan
sehari-hari, namun dalam pemeriksaan psikiatri ternyata mengalami gang-
guan jiwa yang dapat mengurangi tingkat tanggung jawabnya atas perbuatan
yang dilakukan.
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Gangguan mental atau cacat jiwa dapat memengaruhi penilaian hukum
terhadap pelaku kejahatan. Seseorang tidak dapat dipidana jika tindakannya
tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kondisi mental yang terganggu.
Psikiater memiliki yang sangat penting karena pendapatnya didasarkan pada
pengetahuan medis yang tidak dapat diubah, keputusan psikiater memiliki
dampak hukum yang signifikan dan dapat memengaruhi keputusan peng-
adilan.

Dokter spesialis psikiatri forensik memainkan peran penting dalam
proses penyidikan kasus kriminal di Indonesia. Mereka terlatih untuk
menangani kasus-kasus seperti pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku
dengan gangguan jiwa. Keterlibatan ahli psikologi forensik sangat penting
dalam situasi semacam ini karena pengetahuan dan keahlian khusus mereka
dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aspek psikologis seseorang
(Abdillah dan Santoso, 2022: 115).

Penologi

Kata penology yang menggabungkan kata Jogos yang berarti pengetahuan
dan penal yang berarti pidana atau hukuman merupakan akar dari bidang
ilmu pengetahuan. Penologi adalah ilmu yang mengkaji asal usul hukuman,
kejahatan, dan hukuman secara harfiah. Asal usul kata ini dapat ditelusuri ke
bahasa Perancis dari kata Latin penal yang berarti hukuman atau denda dan
logos yang merujuk pada pengetahuan dan studi ilmiah (Sudewo, 2022: 1).

Mempelajari penologi bukanlah sekadar upaya untuk menjawab perta-
nyaan mengenai tujuan pemidanaan atau dampaknya terhadap pelaku
kejahatan dan masyarakat, melainkan bertujuan untuk memahami dinamika
yang terlibat dalam sistem hukum pidana. Memahami peran yang dilakukan
oleh banyak pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, terma-
suk polisi, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat (penasihat hukum)
merupakan tujuan dari penologi.

Penologi berperan tidak hanya dalam menentukan jenis sanksi yang
tepat untuk setiap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga dalam merumuskan
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BAB VII

SURAT DAKWAAN

urat dakwaan menjadi tonggak penting dalam upaya untuk menegak-

kan kebenaran dan memperoleh keadilan bagi korban serta masyara-
kat. Melalui surat dakwaan, serangkaian tuduhan yang di ajukan terhadap
terdakwa didasarkan pada bukti-bukti yang telah diperoleh dan analisis yang
cermat selama proses penyelidikan. Surat dakwaan ini tidak hanya menjadi
awal dari proses hukum yang berkeadilan, tetapi juga menjadi pijakan bagi
perbaikan dan pemulihan bagi semua pihak yang terkena dampak.
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Definisi Surat Dakwaan

Menurut A. Karim Nasution (1981: 75), dakwaan atau tuduhan adalah
pernyataan tertulis yang menguraikan dugaan perbuatan melawan hukum.
Dalam teori hukum, surat dakwaan memberikan kewenangan kepada hakim
untuk memulai penyidikan. Hakim akan menilai apakah bukti yang ada
sudah cukup untuk melanjutkan proses hukum. Pengadilan memiliki wewe-
nang untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan keten-
tuan hukum yang berlaku jika bukti tersebut dianggap memadai.

Dokumen resmi yang disebut surat dakwaan merinci dugaan tindak
pidana yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan temuan penyidikan.
Penyidik atau penuntut umum menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti
yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan melalui surat dakwaan
yang selanjutnya menjadi pokok bahasan peninjauan kembali di pengadilan.
Surat dakwaan bukan hanya tuduhan yang dialamatkan kepada terdakwa,
melainkan langkah penting dalam proses peradilan yang adil dan transparan.

Jaksa penuntut umum menyusun dakwaan sebagai landasan untuk
meninjau perkara di pengadilan. Surat dakwaan menjadi landasan penting
bagi jaksa penuntut umum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk perkara
di pengadilan, memutus tuntutan pidana, dan menggunakan upaya hukum
lain yang diperlukan. Namun demikian, surat dakwaan memberikan kepada
terdakwa panduan yang menyeluruh dan tidak ambigu mengenai tindak
pidana yang didakwakan serta kesempatan untuk merumuskan tanggapan
yang sesuai (Suyanto, 2018: 87).

Jenis-Jenis Surat Dakwaan

Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum adalah langkah
kunci dalam proses hukum. Namun, terdapat berbagai macam jenis surat
dakwaan yang harus disiapkan dengan baik sesuai kebutuhan kasus tertentu.
Berikut adalah beberapa jenis surat dakwaan yang umumnya digunakan.
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Surat dakwaan biasa.

Surat dakwaan biasa adalah surat dakwaan yang mencantumkan
dakwaan terhadap terdakwa sehubungan dengan suatu tindak pidana
tunggal. Menurut Djoko Prakoso (1987: 214), hal ini terjadi bila terdakwa
menghadapi satu dakwaan dan tidak ada dakwaan lanjutan yang berka-
itan dengannya. Jaksa penuntut umum fokus pada satu tindak pidana

tertentu yang didakwakan dilakukan oleh terdakwa dalam satu dakwaan.

M. Yahya Harahap (1985: 428) menjelaskan bahwa surat dakwaan
tunggal adalah jenis surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tung-
gal, artinya surat dakwaan tersebut hanya memuat satu dakwaan saja.
Tuduhan tunggal biasanya ditemui dalam kasus pidana dengan ciri-ciri
yang berbeda, tanpa aspek penyertaan, pilihan bersamaan, alternatif atau
tambahan di antara aspek-aspek lainnya.

Dengan kata lain, satu dakwaan merupakan hasil dari keyakinan
jaksa penuntut umum bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak
pidana tertentu, sehingga memberikan ruang bagi ketidakpastian
atau kebingungan mengenai komponen-komponen lain dari tindakan
tersebut.

Menurut Djoko Prakoso (1987: 428), dakwaan tunggal jarang
digunakan karena risikonya yang besar. Jaksa penuntut umum jarang
mengajukan tuntutan tunggal, terutama dalam perkara pidana tingkat
rendah. Jika tuduhan dalam dakwaan tunggal tidak dapat dibuktikan
di pengadilan maka konsekuensinya adalah terdakwa akan dibebaskan.

Jaksa cenderung menggunakan pendekatan lain seperti dakwaan
kumulatif atau dakwaan campuran untuk mengurangi risiko kegagalan
dalam proses penuntutan. Hal ini dilakukan agar dapat memastikan
keberhasilan dalam penegakan hukum, mengingat seseorang tidak bisa
diadili dua kali untuk tindak pidana yang sama sesuai dengan asas ne
bis in idem pasal 76 KUHP (Harahap, 1985: 214—215).

Dakwaan alternatif.
Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang mana terdakwa didakwa mela-
kukan beberapa kejahatan dalam satu dakwaan. Wirjono Prodjodikoro
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(1977: 77) mengartikan dakwaan alternatif adalah dakwaan yang pela-
kunya didakwakan dengan sejumlah pelanggaran atau kejahatan yang
tercantum dalam surat dakwaan, baik secara berturut-turut maupun
satu per satu.

Keragu-raguan jaksa penuntut umum mengenai kualifikasi atau
pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang didakwakan
menjadi dasar penggunaan dakwaan alternatif. Jaksa penuntut umum
berupaya untuk mengurangi kemungkinan terdakwa menghindari
penuntutan dengan menggunakan dakwaan alternatif. Apabila suatu
tindak pidana dikualifikasikan sebagai tindak pidana lain yang kualitas
atau cirinya hampir sama, seperti pencurian atau perampokan, peni-
puan atau penggelapan, pembunuhan atau penyerangan yang berakhir
dengan kematian, dan seterusnya maka tuntutan alternatif kadang-
kadang digunakan.

Dakwaan ini mempertimbangkan berbagai potensi pelanggaran
yang mungkin dilakukan terdakwa dan memberinya kesempatan untuk
mengajukan pembelaan terkait dakwaan yang diajukan terhadapnya.
Hal ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih akurat dan tepat.
Oleh karena itu, penggunaan tuntutan alternatif menjadi strategi penting
dalam operasi penegakan hukum yang adil dan efisien (Prodjodikoro,
1977:77).

Dakwaan subsidiair
Dakwaan subsidiar adalah jenis surat dakwaan yang mengajukan
tuduhan cadangan jika tuduhan utama tidak terbukti. Artinya, jika
bukti-bukti untuk tuduhan utama tidak memadai maka tuduhan subsi-
diar dapat digunakan sebagai alternatif. Apabila suatu tindak pidana
melibatkan banyak ketentuan pidana maka dakwaan tambahan diguna-
kan dalam praktik hukum. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan bagi
jaksa penuntut umum tentang kelayakan tindak pidana serta pasal-pasal
yang dilanggar.

Terdakwa hanya menghadapi satu tuntutan pidana dalam dakwaan
ini. Sehubungan dengan hal ini, jaksa penuntut umum memutuskan
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untuk mengajukan dakwaan dalam bentuk subsider, di mana tindak
pidana yang paling berat memiliki tingkat ancaman pidana tertinggi
di tingkat atas dan tindak pidana yang kurang berat berada di tingkat
terbawah. Akibatnya jika satu tuduhan divalidasi, tuduhan lainnya tidak
memerlukan validasi tambahan.

Umumnya dakwaan subsider memakai istilah primer, subsidiar,
dan sebagainya untuk menunjukkan tingkat ketidaksepakatan terhadap
tindak pidana yang didakwakan. Meski terdapat beberapa dakwaan
tambahan dalam dakwaan tambahan, pengadilan hanya menemukan
satu bukti adanya perbuatan melawan hukum. Kasus dimana terdakwa
dapat didakwa berdasarkan pasal 338 KUHP (pembunuhan) dan pasal
340 KUHP (pembunuhan berencana) merupakan salah satu contoh
dakwaan jenis ini.

C. Djisman Samosir (2013: 101—102) menjelaskan dalam dakwaan
subsider, jaksa penuntut umum mengutip beberapa pasal secara bersa-
maan, yaitu pasal yang lebih berat di awal dan pasal yang lebih ringan
di awal. Hal ini menunjukkan terdakwa melanggar beberapa pasal.
Artikel-artikel ini biasanya membahas insiden atau kejahatan tertentu,
seperti pembunuhan pada contoh yang diberikan.

Dakwaan kumulatif.

Dakwaan berganda adalah istilah lain untuk dakwaan kumulatif. Jenis
dakwaan ini adalah dakwaan yang memiliki banyak dakwaan untuk
pelanggaran atau pelanggaran yang berbeda. Jika beberapa orang terlibat
dalam satu tindakan ilegal atau beberapa orang terlibat dalam beberapa
aktivitas kriminal maka tuntutan ini dapat digunakan.

Dakwaan kumulatif melibatkan beberapa dakwaan bersamaan
terhadap terdakwa. Berdasarkan banyaknya dugaan tindak pidana,
dakwaan dirangkai menjadi dakwaan satu, dua, dan seterusnya.
Dakwaan kumulatif diterapkan dalam kasus-kasus di mana terdapat
kumulasi baik dalam perbuatan maupun pelakunya. Hal ini memung-
kinkan penuntut umum untuk menggambarkan keseluruhan rangkaian
tindakan yang diduga dilakukan oleh terdakwa atau sekelompok pelaku.
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Dalam menyusun dakwaan kumulatif, penuntut umum sering kali
menerapkan dua pasal atau lebih secara bersamaan dengan menggu-
nakan kata sambung “dan” untuk menghubungkan antara tuduhan-
tuduhan yang diajukan kepada terdakwa. Dengan cara ini, dakwaan
kumulatif memungkinkan pengadilan untuk menilai kasus secara
menyeluruh, mempertimbangkan semua aspek perbuatan yang diduga
dilakukan oleh terdakwa, serta memberikan gambaran yang lengkap
mengenai keseluruhan konteks kasus tersebut (Suyanto, 2018: 96).

5. Dakwaan campuran atau kombinasi.

Dalam arti yang dijelaskan oleh Djoko Prakoso, dakwaan campuran
merujuk pada dakwaan yang mencakup aspek-aspek tambahan dan
alternatif. Hal ini berarti dalam dakwaan campuran terdakwa tidak
hanya didakwa secara kumulatif, tetapi juga secara alternatif atau subsi-
diar. Dalam satu dokumen dakwaan, terdakwa dituduh atas bebe-
rapa tindak pidana yang mungkin dilakukannya, namun masih ada
pilihan alternatif atau cadangan untuk tindak pidana yang didakwakan
(Prakoso, 1987: 216)

Menurut Frans Maramis (2012: 226), jenis ini dikenal dengan istilah
perbarengan peraturan regulasi, atau eendaadse samenloop dalam bahasa
Belanda yang berarti perbarengan dalam satu tindakan. Meskipun
secara fisik hanya ada satu perbuatan yang dilakukan, namun perbuatan
tersebut dapat melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus. Dalam
bahasa Latin, fenomena ini disebut concursus idealis karena perbarengan
tindak pidana terjadi hanya dalam pikiran atau konsepsi hukum.

Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan memiliki fungsi utama sebagai alat formal yang digunakan
oleh jaksa penuntut umum untuk menguraikan secara rinci tuduhan atau
dakwaan terhadap seorang terdakwa dalam suatu perkara pidana. Jaksa
penuntut umum wajib memberikan keterangan yang tepat dan lengkap
mengenai perbuatan yang dituduhkan dilakukan terdakwa serta pasal-pasal
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BAB VI

UPAYA HUKUM PIDANA

paya hukum dalam sistem hukum mengacu pada hak terdakwa atau

penuntut umum untuk menggugat putusan pengadilan yang telah
dilaksanakan. Pihak terpidana dapat memilih untuk meminta peninjauan
kembali dalam situasi tertentu atau memilih untuk menentang, mengajukan
banding, atau menjalani kasasi sebagai upaya hukumnya. Dengan adanya
upaya hukum ini, pihak-pihak yang merasa bahwa keputusan pengadilan
tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum dapat mengajukan permohonan
untuk memperbaiki atau meninjau kembali keputusan tersebut.
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Eksepsi

Eksepsi merupakan jenis penolakan atau tangkisan terhadap dakwaan
dari jaksa penuntut umum yang diajukan oleh terdakwa atau pengacara.
Pengecualian diberikan apabila terdakwa atau kuasa hukumnya berpendapat
bahwa dakwaan terhadap mereka tidak benar, baik secara substantif maupun
prosedural. Hal ini mencakup keabsahan alat bukti yang diberikan, kesalahan
dalam proses peradilan, atau pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa selama
proses penyidikan (Lemek, 2009: 19).

Eksepsi mengacu pada proses di mana pihak yang bersengketa menga-
jukan keberatan atau penolakan terhadap klaim atau tuntutan yang diajukan
oleh pihak lain dalam suatu proses hukum. Pengajuan ini merupakan bagian
penting dalam sistem peradilan karena memberikan kesempatan bagi pihak
yang bersengketa untuk mengajukan argumen atau alasan mengapa klaim
atau tuntutan yang diajukan tidak sesuai dengan hukum atau tidak berdasar
(Sriwidodo, 2023: 213).

Dalam sistem peradilan pidana, proses pengajuan eksepsi biasanya
terjadi setelah jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Meskipun
demikian, tidak jarang eksepsi diajukan pada hari sidang yang berbeda.
Tindakan ini sebenarnya mencerminkan ketaatan terhadap asas peradilan
yang mencakup prinsip cepat, murah, dan sederhana. Eksepsi bertujuan
memberikan informasi yang lebih objektif kepada hakim mengenai perkara
yang sedang dibahas.

Pengajuan eksepsi berfungsi sebagai tahap awal untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai kasus tersebut, mirip dengan apa yang
disebut sebagai opening statement dalam sistem hukum common law. Melalui
eksepsi, terdakwa dan pengacaranya berusaha memberikan sudut pandang
mereka tentang kasus yang sedang dihadapi. Hal ini membantu memasti-
kan bahwa persidangan berlangsung secara adil dan objektif. Semua pihak
memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti yang relevan
(Raifaldy, 2019: 156).
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Banding

Menurut Andi Hamzah, banding adalah kesempatan yang diberikan
kepada penuntut umum atau terdakwa untuk menggugat putusan peng-
adilan guna meminta sidang ulang di pengadilan yang lebih tinggi dan
membuktikan kebenaran putusan pengadilan tingkat pertama dan penaf-
siran hukum terdakwa. Banding merupakan alat penting dalam sistem
hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak
setuju dengan putusan pengadilan untuk membawa kasusnya ke otoritas
yang lebih tinggi dalam upaya mendapatkan keadilan yang lebih besar
(Muhammad, 2007: 248).

Proses banding sering kali melibatkan analisis mendalam terhadap
bukti-bukti, prosedur hukum, serta pertimbangan-pertimbangan yang telah
diajukan dalam persidangan sebelumnya. Mengajukan banding terhadap
putusan pengadilan negeri ke pengadilan yang lebih tinggi adalah hak yang
dapat dimanfaatkan, baik oleh jaksa penuntut umum maupun narapidana.
Tindakan ini sering dilakukan ketika penilaian yang diberikan dianggap
tidak adil atau ketika proses pengambilan keputusan memiliki kelemahan.

Pasal 233—234 KUHAP Bab XVII bagian kesatu tentang upaya hukum
banding. Pasal-pasal tersebut menjelaskan langkah-langkah dan persyaratan
yang harus dipenuhi untuk mengajukan banding.

1. Dalam pasal 67 KUHAP menjelaskan bahwa terdakwa atau penuntut
umum memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap putusan
pengadilan tingkat pertama, kecuali dalam kasus putusan bebas atau
dalam situasi di mana masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan
putusan pengadilan terjadi dalam acara cepat.

2.  Panitera pengadilan negeri hanya dapat menerima permohonan banding
yang sesuai dengan ketentuan, yakni dalam waktu tujuh hari setelah
putusan dijatuhkan atau setelah putusan disampaikan kepada terdakwa
yang tidak hadir. Masa tujuh hari ini menjadi batas waktu yang diang-
gap cukup rasional untuk memungkinkan pihak-pihak yang terlibat
dalam proses hukum untuk mengevaluasi putusan, mempertimbangkan
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argumen-argumen yang relevan, dan memutuskan apakah akan meng-
ajukan banding atau tidak.

3. Panitera membuat sebuah surat keterangan tentang permintaan terse-
but yang ditandatangani olehnya, pemohon, dan juga disertai dengan
tembusannya serta diberikan kepada pemohon yang bersangkutan. Hal
ini memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki rekam jejak yang
jelas mengenai permintaan tersebut, serta memberikan transparansi
dan kepastian hukum dalam proses hukum yang sedang berlangsung.

4. Ketika pemohon tidak hadir dalam proses pengadilan, hal tersebut
harus dicatat secara jelas oleh panitera pengadilan. Penjelasan mengenai
ketidakhadiran tersebut harus disertai dengan alasan yang diberikan
oleh pemohon yang bersangkutan. Catatan mengenai ketidakhadiran
ini bukan hanya sekadar catatan administratif, melainkan juga meru-
pakan bagian penting dari berkas perkara yang menjadi referensi untuk
memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dengan benar.

5. Memberi tahu pihak yang satu dengan yang lain merupakan langkah
selanjutnya yang perlu diselesaikan apabila pengadilan negeri mene-
rima permohonan banding yang diajukan oleh terdakwa, penuntut
umum, atau keduanya sekaligus. Panitera pengadilan harus mengirim-
kan pemberitahuan tentang permohonan banding yang diajukan oleh
salah satu pihak kepada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan
(Mawuntu, 2018: 23).

Selama proses perkara banding berlangsung dan belum diputuskan oleh
pengadilan tinggi, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur kemung-
kinan pencabutan permohonan banding. Menurut aturan yang ada, permin-
taan banding dapat dicabut kapan saja sebelum keputusan akhir diberikan
oleh pengadilan tinggi. Namun, penting untuk dicatat bahwa setelah permo-
honan banding dicabut maka tidak ada lagi kemungkinan untuk mengajukan
banding dalam perkara tersebut.

Menurut pasal 236 KUHAP, panitera pengadilan negeri wajib mene-
ruskan berkas perkara, surat bukti, dan salinan putusan pengadilan negeri
kepada pengadilan tinggi yang berwenang dalam waktu 14 hari sejak

. 106 HUKUM ACARA PIDANA




permohonan banding diajukan. Sebelum menyerahkan berkas perkara ke
pengadilan tinggi, pemohon juga berhak meninjaunya selama tujuh hari. Hal
ini memberikan kesempatan bagi pemohon banding untuk mempersiapkan
argumen-argumen dengan lebih baik dan memahami secara menyeluruh
konteks perkara yang sedang dibandingkan.

Pasal 237 memberikan hak kepada penuntut umum dan terdakwa
untuk mengajukan banding ke pengadilan tinggi atau menolak banding
sampai proses banding belum dimulai. Hal ini memungkinkan kedua belah
pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan argumen lebih lanjut
atau tanggapan tertulis terhadap argumen lawan sebelum prosedur banding
dimulai. Pengadilan tinggi melakukan pemeriksaan banding dengan meli-
batkan tiga orang hakim atau menggunakan catatan dari pengadilan negeri
(Sriwidodo, 2023: 220).

Prosedur pemeriksaan di pengadilan banding didasarkan pada putusan
pengadilan negeri, dokumen-dokumen yang diajukan dalam persidangan,
dan berita acara pemeriksaan dari pengadilan negeri dengan memperhatikan
aturan-aturan ini. Pihak-pihak yang berselisih mempunyai kesempatan untuk
memberikan argumen-argumen baru, bukti-bukti baru, dan menunjukkan
ketidaksesuaian antara bukti-bukti yang digunakan dalam persidangan dan
putusan melalui prosedur banding.

Kasasi

Kata kasasi berasal dari bahasa Perancis, khususnya dari kata kerja casser
yang artinya menyelesaikan atau membatalkan. Tindakan membatalkan
atau menghapus suatu putusan pengadilan yang dianggap cacat atau tidak
sesuai dengan ketentuan hukum. Mirip dengan sistem hukum yang terdapat
di banyak negara lain, kasasi merupakan fitur penting dalam penegakan
hukum yang memungkinkan para pihak untuk menentang keputusan peng-
adilan dan mencari keadilan yang lebih baik dengan mengajukan banding
ke pengadilan yang lebih tinggi (Sriwidodo, 2023: 222).
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STUDI KASUS: PENETAPAN HUKUMAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

eputusan yang diambil oleh seorang hakim merupakan hasil akhir dari
Kproses penyidikan, pemeriksaan, dan penyelesaian suatu perkara yang
merupakan tanggung jawabnya. Sebelum mengambil keputusan, seorang
hakim harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Hal ini meli-
puti langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari
kesalahan atau ketidakakuratan, baik dari segi formal maupun substansial.
Seorang hakim juga harus memastikan konsistensi antara bukti-bukti yang
ada dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
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Para hakim harus memastikan bahwa terdakwa memenuhi semua
persyaratan dakwaan. Dalam mengambil keputusan, pengadilan harus yakin
bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan memper-
timbangkan kondisi mental terdakwa. Berdasarkan pertimbangan-pertim-
bangan tersebut, hakim harus yakin bahwa terdakwa memiliki kemampuan
untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Wulandari, 2020: 232).

Seorang hakim yang menjatuhkan putusan pidana sesuai dalam pasal
197 KUHAP, diwajibkan untuk mempertimbangkan semua faktor yang
memberatkan dan meringankan perkara terdakwa. Namun, ketentuan terse-
but juga mempunyai konsekuensi hukum yang serius. Apabila hal tersebut
tidak dicantumkan dari putusan maka putusan itu dapat batal.

Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan didukung
oleh pemeriksaan menyeluruh terhadap semua informasi yang relevan,
termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim
mempertimbangkan secara matang perbuatan terdakwa dalam putusan
nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm yang menyebabkan ibunya meninggal
dunia. Dalam pengambilan keputusan, membunuh ibu kandung dengan
sengaja dan terencana dipandang sebagai hal yang memberatkan karena
merupakan salah satu tindak pidana berat. Selain itu, tindakan-tindakan
tersebut bertentangan dengan norma-norma sosial dan hak asasi manusia,
terutama hak untuk hidup.

Namun, majelis hakim juga mempertimbangkan pengakuan bersalah
terdakwa yang tulus dan sikapnya yang sopan sepanjang persidangan dalam
menilai hal-hal yang meringankan. Sekalipun sudah menjadi kewajiban
setiap orang untuk berperilaku sopan selama persidangan, namun hal ini
tetap dianggap sebagai keadaan yang meringankan karena dapat mengurangi
bahaya yang ditimbulkan oleh terdakwa. Keputusan hukuman diambil oleh
hakim dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meri-
ngankan. Hal ini berdampak pada hukuman maksimum dan minimum serta
memberikan landasan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah
batas minimum yang telah ditentukan.
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PIDANA

Hukum Acara Pidana merupakan panduan yang komprehensif tentang
proses penegakan hukum dalam kasus pidana. Di dalamnya mencakup
berbagai aspek, mulai dari penyelidikan awal, penangkapan,
penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan. Penulisnya
menguraikan secara detail berbagai tahapan dalam proses peradilan
pidana, termasuk peran jaksa, hakim, dan pihak terkait lainnya.

Buku ini juga membahas berbagai prinsip hukum yang menjadi
dasar dalam hukum acara pidana, seperti asas keadilan, asas
keterbukaan, dan asas kontradiktif. Pembaca juga akan mendapatkan
pemahaman yang mendalam tentang berbagai jenis bukti dalam
persidangan pidana dan tata cara penggunaannya.

Di dalam buku ini, terdiri dari sembilan bab yang membahas
materi-materi sebagaiberikut.

L HukumAcara Pidana

*  Sejarah Hukum AcaraPidana

. Pihak yang Terlibat dan Haknya dalam Hukum Acara Pidana

* Tahap-TahapdalamHukumAcaraPidana

L Proses dalam HukumAcara Pidana

. Ilmu-Ilmuyang Mendukung Hukum Acara Perdana

*  SuratDakwaan

. Lipaya Hukum Pidana

*  Studi Kasus: Penetapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana
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